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Abstrak

Pengelolaan keuangan operasional merupakan aspek penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan operasional
lembaga keuangan, khususnya pada organisasi dengan volume transaksi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XIl Surabaya dengan fokus pada
penerapan pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi selama
kegiatan magang yang dilaksanakan penulis di Departemen Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya telah didukung oleh mekanisme pengendalian internal
yang memadai, antara lain melalui penerapan sistem maker, checker, dan validator dalam setiap proses transaksi keuangan.
Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi seperti PASSION, STREAM, SIMPONI, eTrust, dan SAP
berperan penting dalam meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi pencatatan data keuangan, transparansi pelaporan,
serta efektivitas pengawasan kantor wilayah terhadap cabang. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa
potensi perbedaan data antar sistem dan perlunya peningkatan koordinasi antar unit kerja. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya telah berjalan cukup efektif, namun
tetap memerlukan peningkatan ketelitian dan koordinasi guna meminimalkan risiko kesalahan dan mendukung pengambilan
keputusan manajerial yang lebih optimal.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Operasional, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Keuangan
1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan operasional merupakan elemen fundamental dalam mendukung kelancaran aktivitas
organisasi, khususnhya pada lembaga keuangan yang memiliki tingkat transaksi tinggi dan kompleks. Keuangan
operasional mencakup pengelolaan kas, pengendalian anggaran, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan
keuangan yang akurat dan tepat waktu. Informasi keuangan yang andal menjadi dasar utama dalam pengambilan
keputusan manajerial serta evaluasi Kinerja organisasi (Rahayu & Budiasih, 2024). Lembaga keuangan
menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan operasional, antara lain tingginya volume transaksi,
penggunaan berbagai instrumen pembayaran, serta keterlibatan banyak unit kerja. Kondisi tersebut meningkatkan
risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan perbedaan data antar sistem. Oleh karena itu, penerapan
pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama
dalam menjaga keandalan pengelolaan keuangan (Nasution et al., 2024).

PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan memiliki peran strategis
dalam menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, PT
Pegadaian mengelola dana dalam jumlah besar sehingga dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian,
transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan operasional yang efektif menjadi prasyarat penting dalam
menjaga kepercayaan publik dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Pada tingkat kantor wilayah,
pengelolaan keuangan operasional memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena kantor wilayah berfungsi
sebagai pengendali dan pengawas aktivitas keuangan seluruh cabang. PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya
membawahi banyak cabang dengan karakteristik transaksi yang beragam, baik transaksi tunai maupun non-tunai,
sehingga memerlukan mekanisme monitoring dan pengawasan keuangan yang efektif agar aktivitas operasional
cabang tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
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Selain menjalankan fungsi pengawasan, kantor wilayah juga berperan dalam memastikan kesesuaian antara
perencanaan anggaran dan realisasi keuangan cabang. Proses tersebut meliputi pemantauan saldo rekening cabang,
pengendalian Modal Kerja Harian (MOKER), verifikasi transaksi keuangan, serta pengawasan terhadap
penggunaan anggaran dan kewajiban non-operasional seperti bea lelang. Untuk mendukung fungsi tersebut, PT
Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya memanfaatkan berbagai sistem informasi keuangan terintegrasi yang
dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pencatatan, dan transparansi pengelolaan keuangan.
Meskipun telah didukung oleh sistem dan pengendalian internal, pengelolaan keuangan operasional di tingkat
kantor wilayah masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan waktu pelaporan cabang, ketergantungan pada
ketelitian sumber daya manusia, serta potensi ketidaksesuaian data antar sistem. Kondisi ini menuntut adanya
koordinasi yang intensif, penerapan pengendalian internal yang konsisten, serta pemanfaatan sistem informasi
secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan operasional di
PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya guna memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai
praktik pengelolaan keuangan operasional serta kontribusinya dalam mendukung efektivitas pengawasan dan
kelancaran operasional cabang.

Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), pengelolaan keuangan operasional
memiliki Kketerkaitan yang erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan
kewajaran. Lembaga keuangan, termasuk PT Pegadaian, dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan
yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pemangku
kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kegagalan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan
operasional berpotensi menimbulkan risiko keuangan, penurunan kinerja, serta berkurangnya tingkat kepercayaan
publik terhadap institusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan keuangan operasional
pada lembaga keuangan mengalami transformasi dari sistem manual menuju sistem berbasis digital yang
terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi keuangan memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan
pelaporan data keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan real time. Namun demikian, implementasi
sistem informasi keuangan juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait integrasi antar sistem,
konsistensi data, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Oleh
karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan operasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi
juga oleh kualitas penerapan dan pengendalian atas sistem tersebut.

Pada tingkat kantor wilayah, peran sistem informasi keuangan menjadi semakin krusial karena kantor wilayah
berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan cabang. Kantor wilayah
dituntut untuk mampu mengolah data keuangan dari berbagai cabang dengan karakteristik transaksi yang berbeda-
beda. Perbedaan volume transaksi, jenis layanan, serta kondisi operasional cabang berpotensi menimbulkan variasi
data yang memerlukan proses verifikasi dan analisis yang cermat. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan
operasional yang efektif menjadi instrumen penting dalam menjaga keseragaman standar pengelolaan keuangan
di seluruh cabang. Selain aspek teknis dan sistem, faktor sumber daya manusia juga memiliki pengaruh signifikan
terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan operasional. Kompetensi, ketelitian, dan kepatuhan pegawai terhadap
prosedur yang berlaku menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan
penyimpangan administrasi. Oleh karena itu, koordinasi antar unit kerja serta penerapan mekanisme pengendalian
internal yang konsisten menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam praktik pengelolaan keuangan
operasional di tingkat kantor wilayah.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII
Surabaya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Analisis terhadap praktik pengelolaan keuangan
operasional di tingkat kantor wilayah diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana
pengendalian internal dan sistem informasi keuangan berkontribusi dalam mendukung efektivitas pengawasan
serta kelancaran operasional cabang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan
referensi bagi pengembangan pengelolaan keuangan operasional yang lebih optimal di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan deskriptif
kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses
pengelolaan keuangan operasional sebagaimana yang berlangsung dalam praktik, bukan untuk menguji hipotesis
atau mengukur hubungan antar variabel secara kuantitatif. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mampu
menangkap kondisi nyata, dinamika operasional, serta karakteristik khusus pengelolaan keuangan operasional
yang diterapkan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya.
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Penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya yang memiliki peran strategis sebagai unit
pengendali dan pengawas aktivitas keuangan seluruh cabang di wilayah kerjanya. Pemilihan lokasi penelitian
didasarkan pada fungsi kantor wilayah sebagai pusat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan
cabang, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme
pengelolaan keuangan operasional di tingkat wilayah. Selain itu, kantor wilayah menjadi titik temu antara
kebijakan perusahaan dan pelaksanaan operasional cabang, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperolen melalui
observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan operasional selama pelaksanaan kegiatan magang.
Observasi tersebut mencakup proses monitoring saldo rekening cabang, pengendalian Modal Kerja Harian
(MOKER), verifikasi transaksi keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang digunakan oleh
perusahaan. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional, peneliti dapat memahami alur Kerja,
prosedur, serta peran masing-masing unit kerja dalam pengelolaan keuangan operasional.

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi laporan keuangan, standar operasional prosedur
(SOP), kebijakan internal perusahaan, serta data dan informasi yang bersumber dari sistem keuangan perusahaan.
Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan hasil observasi, serta sebagai bahan
pembanding antara ketentuan tertulis dengan praktik yang diterapkan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan
secara partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan keuangan operasional
sesuai dengan tugas yang diberikan selama kegiatan magang. Pendekatan observasi partisipatif ini memungkinkan
peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja, pola koordinasi antar unit,
serta potensi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan operasional. Dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan, dan catatan administrasi yang relevan dengan objek
penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian,
yaitu pengelolaan keuangan operasional, penerapan pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi
keuangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis dan
interpretasi. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan temuan lapangan dengan
konsep dan teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis
untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kondisi nyata pengelolaan keuangan
operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya.

3. Hasil dan Diskusi

Pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya merupakan salah satu fungsi
strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran arus keuangan perusahaan. Melalui
pengelolaan yang terstruktur, kantor wilayah memastikan bahwa setiap penggunaan dana operasional dapat
berjalan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Kesesuaian antara
perencanaan dan realisasi anggaran menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan operasional di tingkat
wilayah.

Sebagai unit pengendali, Kantor Wilayah XII Surabaya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses
monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pada seluruh cabang yang berada di bawah koordinasinya.
Kegiatan tersebut mencakup pengawasan terhadap transaksi keuangan, pencatatan administrasi, serta kepatuhan
cabang terhadap prosedur dan kebijakan keuangan perusahaan. Dengan adanya fungsi pengendalian ini, kantor
wilayah dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan mengambil langkah korektif yang
diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan
cabang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
keseluruhan. Koordinasi yang baik antara kantor wilayah dan cabang menjadi faktor penting dalam menjaga
konsistensi data keuangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana operasional. Dengan demikian, peran
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kantor wilayah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengarah dalam mewujudkan pengelolaan
keuangan yang transparan dan berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan Operasional

Pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya dilaksanakan melalui
serangkaian aktivitas yang terstruktur, meliputi pemantauan saldo rekening cabang, pengelolaan kas harian, serta
pengendalian arus dana masuk dan keluar. Aktivitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
kebutuhan operasional cabang dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan keuangan yang terencana menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas operasional serta
mendukung kelancaran pelayanan kepada nasabah.

Salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh kantor wilayah adalah monitoring Modal Kerja Harian (MOKER)
cabang dengan memanfaatkan sistem PASSION. Sistem ini memungkinkan kantor wilayah untuk mengetahui
posisi saldo masing-masing cabang secara berkala dan terintegrasi, sehingga kondisi keuangan cabang dapat
dipantau secara lebih akurat. Melalui monitoring MOKER, kantor wilayah dapat memastikan bahwa saldo cabang
berada dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhan operasional masing-masing cabang.

Monitoring MOKER memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga likuiditas cabang serta mencegah
terjadinya kekurangan dana operasional. Likuiditas yang terjaga memungkinkan cabang untuk menjalankan
aktivitas pelayanan secara optimal tanpa mengalami hambatan akibat keterbatasan dana. Apabila ditemukan
kondisi saldo cabang berada di bawah standar yang ditentukan, kantor wilayah dapat segera melakukan koordinasi
dengan cabang terkait untuk melakukan penyesuaian atau pergeseran dana. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk
pengendalian dini guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap kelancaran operasional cabang.

Praktik monitoring dan koordinasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan operasional di PT
Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya bersifat preventif dan berorientasi pada pengendalian risiko.
Pengendalian dilakukan tidak hanya ketika permasalahan telah terjadi, tetapi juga melalui upaya antisipatif untuk
menghindari potensi gangguan operasional di masa mendatang. Dengan pendekatan preventif ini, kantor wilayah
dapat menjaga kestabilan keuangan cabang serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian penggunaan dana
operasional.

Selain pengelolaan MOKER, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan juga dilakukan secara rutin melalui
sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi di cabang dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga data keuangan dapat dihimpun secara sistematis
dan konsisten. Pemanfaatan sistem informasi keuangan ini memudahkan kantor wilayah dalam melakukan
evaluasi terhadap kinerja keuangan cabang serta memantau tingkat kepatuhan cabang terhadap kebijakan dan
prosedur keuangan perusahaan.

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan cabang menjadi dasar bagi kantor wilayah dalam menilai
efektivitas pengelolaan keuangan operasional. Melalui evaluasi tersebut, kantor wilayah dapat mengidentifikasi
kecenderungan penggunaan dana, potensi penyimpangan, serta area yang memerlukan perbaikan. Proses evaluasi
ini mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dan berbasis pada data keuangan yang andal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Rahayu dan Budiasih (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan
keuangan operasional yang tertib, terstruktur, dan didukung oleh sistem informasi yang memadai dapat
meningkatkan keandalan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian,
pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya tidak hanya berperan sebagai
fungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan
operasional perusahaan.

Pengendalian Internal Keuangan
Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya

diterapkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan,
kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian internal berfungsi sebagai alat
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pengawasan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, menjaga keandalan informasi keuangan, serta
memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pengendalian internal yang memadai, risiko
kesalahan pencatatan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan operasional dapat diminimalkan.

Salah satu bentuk penerapan pengendalian internal keuangan adalah penggunaan mekanisme maker, checker, dan
validator dalam setiap proses transaksi keuangan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya
diproses oleh satu pihak, melainkan telah melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan berlapis sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan. Dengan adanya pembagian peran tersebut, proses transaksi menjadi lebih terkontrol
dan risiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan.

Dalam pengelolaan anggaran, pengendalian internal diterapkan melalui proses persetujuan Surat Permohonan
Pergeseran Anggaran (SPPA) yang dilakukan menggunakan aplikasi STREAM. Setiap pengajuan pergeseran
anggaran harus melalui proses evaluasi dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan
struktur organisasi dan ketentuan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan
anggaran dilakukan secara terencana, memiliki dasar yang jelas, serta tidak menyimpang dari rencana kerja dan
anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain pengendalian anggaran, pengendalian internal keuangan juga dilakukan melalui monitoring transaksi non-
tunai menggunakan aplikasi eTrust. Monitoring ini bertujuan untuk mendeteksi potensi selisih transaksi EDC serta
memastikan kesesuaian antara data transaksi yang tercatat dalam sistem dengan kondisi sebenarnya. Dengan
adanya monitoring transaksi non-tunai secara berkala, kantor wilayah dapat mengidentifikasi potensi
permasalahan sejak dini dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menjaga keandalan data keuangan.

Penerapan pengendalian internal keuangan tersebut sejalan dengan pendapat Kusumawardhany dan Kurnia Shant
(2023) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mampu menurunkan risiko salah saji laporan
keuangan serta meningkatkan kualitas informasi keuangan. Pengendalian internal yang berjalan dengan baik
memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan manajerial secara tepat dan bertanggung jawab.

Selain mekanisme persetujuan dan monitoring sistem, pengendalian internal keuangan juga diperkuat melalui
pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja yang terlibat dalam proses keuangan operasional. Pemisahan
fungsi antara pihak yang melakukan pencatatan, pemeriksaan, dan persetujuan transaksi bertujuan untuk
menciptakan sistem pengawasan yang saling mengontrol atau checks and balances. Dengan adanya pemisahan
fungsi tersebut, setiap tahapan proses keuangan memiliki pengawasan yang memadai sehingga potensi terjadinya
kecurangan maupun kesalahan administratif dapat ditekan.

Struktur pengendalian internal yang jelas dan konsisten turut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan operasional. Setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang
terdefinisi dengan baik, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara lebih tertib dan terkontrol.
Penerapan pemisahan fungsi dan mekanisme pengawasan berlapis ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan
yang baik serta menjaga keandalan informasi keuangan, baik di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan

Pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam
pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya. Sistem informasi keuangan
digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi operasional harian hingga
penyusunan laporan keuangan di tingkat kantor wilayah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses
pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkoordinasi antar unit kerja.

Dalam praktiknya, PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya memanfaatkan beberapa sistem informasi
keuangan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Sistem PASSION digunakan untuk mendukung
transaksi operasional serta monitoring saldo rekening cabang, sehingga kantor wilayah dapat memantau kondisi
keuangan cabang secara berkala. Sistem STREAM dimanfaatkan dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait
proses pergeseran anggaran yang memerlukan persetujuan berjenjang. Sementara itu, sistem SIMPONI digunakan
untuk mendukung pembayaran bea lelang, eTrust untuk monitoring transaksi non-tunai, serta SAP untuk
pencatatan dan pengelolaan general ledger sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan.
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Penggunaan berbagai sistem informasi keuangan tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi
administrasi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Proses pencatatan yang sebelumnya memerlukan waktu
dan tenaga yang lebih besar dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur melalui sistem. Selain itu, integrasi
antar sistem informasi keuangan mempermudah proses konsolidasi data keuangan dari seluruh cabang, sehingga
kantor wilayah dapat memperoleh informasi keuangan yang lebih lengkap dan konsisten.

Pemanfaatan sistem informasi keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan
keuangan operasional. Data keuangan yang tersimpan dalam sistem dapat ditelusuri dan diverifikasi sesuai dengan
kewenangan masing-masing pihak, sehingga mendukung proses pengawasan dan audit internal. Transparansi ini
menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik di tingkat kantor wilayah maupun
cabang.

Integrasi sistem informasi keuangan turut mempermudah proses pengawasan dan pelaporan keuangan di tingkat
kantor wilayah. Kantor wilayah dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas keuangan cabang secara lebih
terstruktur dan berkelanjutan. Informasi keuangan yang diperoleh melalui sistem menjadi dasar dalam melakukan
evaluasi kinerja keuangan cabang serta dalam mengidentifikasi potensi permasalahan yang memerlukan tindak
lanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Josepina dan Sujana (2024) serta Wakum et al. (2024) yang
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan
keandalan pelaporan keuangan.

Selain meningkatkan efisiensi dan akurasi, pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi juga mendukung
pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dan berbasis data. Informasi keuangan yang tersaji secara real
time memungkinkan pihak manajemen kantor wilayah untuk melakukan analisis Kinerja keuangan cabang secara
lebih cepat dan komprehensif. Dengan informasi yang memadai, manajemen dapat merumuskan langkah-langkah
pengendalian dan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional.

Dengan demikian, penggunaan sistem informasi keuangan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya tidak
hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan evaluasi yang
bersifat strategis. Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang optimal menjadi salah satu elemen penting dalam
mendukung efektivitas pengelolaan keuangan operasional serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Peran Kantor Wilayah dalam Koordinasi Keuangan Cabang

PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan keuangan
cabang agar selaras dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai
perpanjangan tangan kantor pusat, kantor wilayah berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan strategis yang
ditetapkan di tingkat pusat dengan pelaksanaan operasional keuangan di tingkat cabang. Melalui fungsi koordinasi
tersebut, kantor wilayah memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan dapat diimplementasikan secara konsisten
dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Koordinasi keuangan yang dilakukan oleh kantor wilayah bertujuan untuk menjaga keseragaman dalam
pengelolaan keuangan operasional antar cabang. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, kantor wilayah dapat
memastikan bahwa setiap cabang memahami dan menerapkan prosedur keuangan secara tepat. Hal ini penting
mengingat perbedaan karakteristik operasional dan volume transaksi antar cabang berpotensi menimbulkan variasi
dalam praktik pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi dengan koordinasi yang memadai.

Dalam praktiknya, kantor wilayah secara aktif melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan cabang terkait
berbagai aspek keuangan, seperti posisi saldo rekening, realisasi anggaran, serta transaksi keuangan yang
memerlukan penyesuaian atau tindak lanjut. Komunikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data
keuangan yang dilaporkan oleh cabang sesuai dengan kondisi aktual serta tidak terjadi perbedaan pencatatan antar
unit kerja. Proses Klarifikasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan informasi keuangan yang
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Proses koordinasi yang berjalan secara berkelanjutan juga mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan
keuangan di tingkat kantor wilayah. Melalui koordinasi yang efektif, kantor wilayah dapat membantu cabang
dalam menyelesaikan permasalahan administratif yang timbul selama kegiatan operasional, baik yang berkaitan
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dengan pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, maupun penggunaan anggaran. Dengan demikian, koordinasi
tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga bersifat pembinaan dan pendampingan terhadap cabang.

Koordinasi keuangan yang baik turut berperan dalam meminimalkan potensi terjadinya kesalahan administrasi
maupun perbedaan data antar unit kerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau permasalahan dalam
pengelolaan keuangan, kantor wilayah dapat segera melakukan tindak lanjut bersama cabang terkait. Langkah ini
membantu mencegah permasalahan berkembang menjadi kendala yang lebih besar dan berpotensi mengganggu
kelancaran operasional cabang.

Peran koordinatif yang dijalankan oleh kantor wilayah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan operasional
tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan prosedur yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh
kualitas komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antar unit kerja. Koordinasi yang efektif memungkinkan
terjadinya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan keuangan, sehingga mendukung keteraturan serta
kelancaran aktivitas keuangan cabang.

Dengan demikian, peran kantor wilayah dalam koordinasi keuangan cabang menjadi salah satu faktor kunci dalam
menjaga stabilitas pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya. Koordinasi
yang berjalan dengan baik berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas
pengelolaan keuangan, baik di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Operasional dengan Efektivitas Operasional

Pengelolaan keuangan operasional memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas operasional organisasi,
khususnya pada lembaga keuangan yang memiliki tingkat aktivitas dan transaksi yang tinggi. Pengelolaan
keuangan yang terencana, terkontrol, dan sistematis memungkinkan perusahaan untuk memastikan ketersediaan
dana operasional secara tepat waktu, sehingga seluruh aktivitas pelayanan kepada nasabah dapat berjalan tanpa
hambatan. Ketersediaan dana yang memadai menjadi prasyarat penting bagi kelancaran operasional, baik dalam
mendukung kegiatan pelayanan, administrasi, maupun pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan. Kondisi ini
sejalan dengan pendapat Puspita et al. (2024) dan Triono dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan
arus kas dan pengendalian keuangan yang baik berkontribusi terhadap stabilitas dan efektivitas kegiatan
operasional organisasi.

Pada tingkat kantor wilayah, efektivitas pengelolaan keuangan operasional menjadi faktor pendukung utama dalam
menjaga stabilitas dan kelancaran proses operasional cabang. Kantor wilayah berperan dalam memastikan bahwa
setiap cabang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui
pengelolaan keuangan yang efektif, kantor wilayah dapat mencegah terjadinya gangguan operasional yang
disebabkan oleh keterbatasan dana, ketidaksesuaian anggaran, maupun keterlambatan proses administrasi
keuangan. Hal ini sejalan dengan Rahmasari dan Setiawan (2022) yang menegaskan bahwa sistem pengendalian
internal yang matang mendukung akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme monitoring keuangan yang diterapkan oleh PT Pegadaian Kantor
Wilayah XII Surabaya berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan kepatuhan cabang terhadap
prosedur keuangan perusahaan. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan kantor wilayah untuk
memperoleh gambaran kondisi keuangan cabang secara menyeluruh. Ketersediaan informasi keuangan yang
akurat dan berkelanjutan mendukung proses pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis. Temuan ini sejalan
dengan Ajrina et al. (2024) dan Maulida dan Tumirin (2025) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi
berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan keuangan.

Informasi keuangan yang tersaji secara tepat waktu juga memungkinkan kantor wilayah untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja keuangan cabang secara lebih efektif. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek
pencapaian anggaran, tetapi juga pada kesesuaian pelaksanaan operasional dengan kebijakan dan prosedur yang
berlaku. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, kantor wilayah dapat memberikan arahan dan rekomendasi
yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas operasional cabang. Pernyataan ini sejalan dengan Jemiran (2025)
yang menekankan bahwa kualitas informasi keuangan menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja dan
pengambilan keputusan manajerial.
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Selain itu, efektivitas operasional cabang juga dipengaruhi oleh kemampuan kantor wilayah dalam
mengoordinasikan pengelolaan keuangan antar unit kerja. Koordinasi yang berjalan dengan baik memungkinkan
terjadinya keselarasan antara perencanaan keuangan dan pelaksanaan operasional di tingkat cabang. Melalui
koordinasi yang intensif, kantor wilayah dapat membantu cabang dalam menyelesaikan permasalahan keuangan
secara cepat dan tepat, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan aktivitas operasional harian. Hal ini sejalan
dengan Maanary dan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa kualitas koordinasi dan sumber daya manusia
berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

Koordinasi pengelolaan keuangan yang efektif juga berperan dalam meminimalkan potensi perbedaan data dan
kesalahan administrasi antar unit kerja. Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan antara kantor wilayah dan
cabang, setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Kondisi ini menciptakan
alur kerja yang lebih efisien serta mendukung kelancaran proses operasional secara keseluruhan, sebagaimana
dikemukakan oleh Gesah et al. (2024) bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan koordinasi mampu
meningkatkan efektivitas operasional organisasi.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan operasional yang efektif tidak hanya berdampak pada aspek keuangan
semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja operasional perusahaan.
Keterpaduan antara perencanaan keuangan, mekanisme pengendalian, serta koordinasi antar unit kerja menjadi
faktor kunci dalam menjaga efektivitas operasional di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

4. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya dapat disimpulkan telah
berjalan cukup efektif dan sistematis. Hal ini tercermin dari penerapan pengendalian internal yang memadai
melalui mekanisme maker, checker, dan validator dalam setiap proses transaksi keuangan, yang berkontribusi
dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, seperti PASSION, STREAM,
SIMPONI, eTrust, dan SAP, mendukung terciptanya ketertiban administrasi serta meningkatkan keandalan dan
konsistensi data keuangan di tingkat kantor wilayah. Lebih lanjut, keberadaan kantor wilayah sebagai unit
pengendali memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
operasional cabang. Integrasi antara pengendalian internal dan sistem informasi keuangan memungkinkan proses
pengawasan dilakukan secara lebih efektif, serta memperkuat transparansi dan keterlacakan transaksi keuangan.
Dengan demikian, informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal dalam mendukung fungsi
pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan. Secara umum telah berjalan efektif, pengelolaan keuangan operasional
masih menunjukkan adanya dinamika operasional berupa potensi perbedaan data antar sistem serta ketergantungan
pada ketelitian sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas
pengelolaan keuangan operasional tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem dan prosedur yang diterapkan,
tetapi juga oleh konsistensi penerapan pengendalian internal dan kualitas pelaksanaan di tingkat operasional.
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